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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Prosedur pemberian kredit pada Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung tidak rumit karean segala prosedur yang ada disesuaikan dengan kemampuan para anggotanya. Dan tingkat pemberian kredit pada Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB) Periode 2003 -2007  mengalami fluktuasi, hal ini berarti adanya perubahan pada pengembalian kredit. Tingkat pemberian kredit paling tinggi terjadi pada tahun 2007 yaitu sebesar 21,83% hal ini disebabkan karena meningkatnya permohonan kredit yang diajukan  anggota. Sedangkan tingkat pemberian kredit paling rendah terjadi pada tahun 2004 yaitu sebesar 3,84% hal ini oleh perhitungan biaya penyusutan yang dilakukan oleh pengurus lama tidak sesuai dengan aturan yang telah ditentukan.
2. Tingkat perolehan laba pada Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB) tahun 2004 mengalami kenaikan perolehan laba menjadi sebesar Rp. 909.795.484.57 atau secara persentase sebesar 18,14%. Dan pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 mengalami penurunan perolehan laba menjadi sebesar Rp. 917.714.833.59 dan Rp. 833.237.124.89 atau mengalami penurunan sebesar 0,87% dan (9,21%). Sedangkan pada tahun 2007 mengalami kenaikan sebesar 11,55% dari tahun 2006 menjadi Rp. 929.456.457.89. Penurunan perolehan laba yang terjadi pada tahun 2006 disebabkan, pada tahun 2006 koperasi membayar bunga pinjaman dan denda kepada bank mega yang seharusnya jatuh tempo pada tahun 2010 dibayar ditahun 2006. Hal itu dilakukan karena bunga yang dikenakan pada koperasi sangat besar.
3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian kredit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan laba.  Dari hasil perhitungan  koefisien determinasi besarnya koefisien determinasi adalah sebesar 0,502 ini berarti bahwa perolehan laba dipengaruhi oleh pemberian kredit sebesar 25,20% sedangkan 74,8% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Dilihat hasil uji t diketahui bahwa thitung sebesar 1,006 dan ttabel sebesar 3,182, sehingga thitung < ttabel hal ini berarti Ho  diterima H1 ditolak.

5.2 Saran

1. Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB) sebaiknya pihak koperasi harus lebih memperhatikan jumlah kredit yang diberikan kepada setiap anggota, pemberian kredit harus sesuai dengan  tingkat kemampuan anggota dalam pengembalian kredit agar tidak terdapat kredit yang tidak tertagih atau kredit macet.

2. Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB) harus menjaga perolehan labanya agar tetap dapat menunjukan posisi koperasi tetap baik dari segi penggunaan asset.

3. Bagi peneliti lain, yang akan mengkaji topik yang sama disarankan agar penelitian ini dengan menambah jumlah sample yang diteliti dalam penelitian. Model penelitian ini juga perlu diuji lebih lanjut dengan menggunakan metode analisis yang berbeda, sehingga kemungkinan akan didapat informasi atau hasil yang berbeda dengan penelitian ini.
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